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Pengadilan Agama Purbalingga merupakan Pengadilan Agama yang menerima 
perkara ekonomi syariah terbanyak sekaresidenan Banyumas Pada Tahun 2018 sampai 
Agusts 2020 dengan jumlah 31 Perkara. Putusan  perkara No 
0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg. merupakan putusan sita eksekusi yang sudah putus dan telah 
berkekuatan hukum tetap serta pihak tergugat tidak melaksanakan isi putusan dengan 
sukarela. Oleh karena itu, pihak tergugat telah mengajukan permohoanan eksekusi 
kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga untuk mengeksekusi barang 
agungan/jaminan milik tergugat berupa tanah seluas 125 M2 dan Pengadilan Agama 
Purbalingga mengabulkan permohonan eksekusi pengguat. Lalu bagaimana 
Pelaksanaan Sita eksekusi perkara Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg. dan apakah 
dalam pelaksanaan sita eksekusi sudah sesuai dengan Hukum Islam ? 
Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan 
(field research) di Pengadilan Agama Purbalingga. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan studi kasus dan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer 
dan data sekunder, bahan hukum primer yaitu Putuusan Pengadilan Agama No 
0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg, Wawancara, Dokumentasi; bahan sekuner yaitu Buku, 
Jurnal, artikel, tulisan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dan metode analisa 
data yang penulis gunakan adalah induktif. 
Hasil pada penelitian skripsi ini memberikan gambaran bahwa dalam 
pelaksanaan sita ekseksui dalam perkara nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg, tergugat 
telah sukarela melaksanakan isi putusan, maka pelaksanaannya dengan tahapan adanya 
Permohonan, Peringatan (Aanmaning), Pelaksanaan Eksekusi, dan Pencabutan 
Eksekusi. Bilamana tergugat masih belum melaksanakan isi putusan dengan sukarela 
maka pelaksanaan sita eksekusi dilanjutkan dengan penjulan barang/harta kekayaan 
melewati kantor lelang. Hukum Islam membolehkan adanya sita eksekusi atau 
harta/barang milik tergugat dengan tujuan pembayaran sejumlah uang (ganti rugi), 
selama pelaksanaannya tidak menyalahi aturan agama Islam dan tidak terdapat unsur 
pengharaman didalamnya. 
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A. Latar Belakang Masalah   
Dalam menjalankan aktifitas kehidupan, terjadinya persinggungan antara 
manusia ataupun badan hukum, baik dalam bentuk hubungan antar pribadi maupun 
transakasi bisnis dapat menimbulkan adanya 2 reaksi. Pertama reaksi positif yaitu 
reaksi yang tidak mengakibatkan atau menimbulkan adanya kerugian bagi para pihak. 
Kedua reaksi negative yaitu reaksi yang mengakibatkan atau menimbulkan adanya 
kerugian bagi salah satu pihak sehingga menyebabkan terjadinya sengketa.  
Sengketa dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor, diantaranya perbedaan 
kepentingan ataupun perselisihan antara pihak satu den gan pihak yang lainnya. Dapat 
juga disebabkan oleh adanya peraturan-peratuan yang kaku yang dianggap sebagai 
pengahalang dan penghambat untuk dapat mencapai tujuan masing-masing pihak. 
Karena setiap pihak akan berupaya semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya, 
sehingga potensi terjadinya sengketa menjadi besar. Sengketa yang terjadi tentunya 
harus dapat diselesaikan oleh para pihak. Penyelesaian sengketa tersebut dapat 
dilakukan melalui pengadilan ataupun luar pengadilan.1  
Dalam Pasal 1239 kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa 
“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan 
dengan memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga, bila debitur tidak memenuhi 
                                                          
1 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan (Jakarta Selatan: 





kewajibannya”. Dari ketentuan pasal ini, dapat disimpulkan bahwa suatu sengketa 
muncul diantara para pihak sejak salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. 
sebagai akibat tidak dipenuhinya kewajiban tersebut, tentunya menimbulkan kerugian 
bagi pihak lainnya. Adanya kerugian ini menimbulkan sengketa diantara para pihak.2  
Berkaitan dengan Ekonomi syariah Penyelesaian sengekat melalui pengadilan 
(litigasi) telah menjadi kewanangan Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf (i) 
Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang  No 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama.3  
Berdasarkan hasil pra penelitian, bahwa Pengadilan Agama Purbalingga 
merupakan pengadilan agama yang menerima perkara ekonomi syariah terbanyak 
sekaresidenan diwilayah Banyumas sejak tahun 2018 sampai dengan bulan Agustus 
2020 dengan jumlah 31 perkara ekonomi syariah yang masuk, 28 perkara sudah selesai 
dan 3 perkara masih dalam proses persidangan.4 Perkara No 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg 
merupakan perkara terbaru dan sudah putus di Pengadilan Agama Purbalingga dengan 
perkara wanprestasi akad Pembiayaan Murabahah yaitu PT Bank Pembiyaan Rakyat 
Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira  Melawan Tabah Priantoro dan Ika Retnoningsih. 
Berdasarkan duduknya perkara yaitu bahwa penggugat telah melakukan 
perbuatan wanprestasi/ingkar janji yang merugikan penggugat, bahwa perjanjian 
                                                          
2 Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan, hlm. 5-6.  
3 Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 
425.  
4 Hasil wawancara langsung dengan Bapak Rasiful, S.Ag. (Panitera Muda Hukum) di 





dibuat pada hari Rabu 7 November 2012 dengan perjanjian yang tertulis dalam akad 
pembiyaan Murabahah No 51/764-1/11/12 yaitu Bank menjual secara angsuran bahan-
bahan material bangunan dengan tujuan sarana merenovasi rumah, Bahwa akibat 
perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan 
secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746-1/11/12 
tanggal 07 November 2012 Juncto Akad Addendum Nomor ADD/026-1/04/14 
tertanggal 29 April 2014 yang perinciannya per April 2018 sebagai berikut 5: 
Sisa Harga Beli : Rp. 19.069.336,00 
Sisa Margin : Rp. 11.899.240,00 + 
Sisa Harga Jual : Rp. 30.968.576,00 
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4) : Rp. 230.000,00  
Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 5) : Rp. 230.000,00 +  
Total Kewajiban Para Tergugat : Rp. 31.428.576,00 
 Bahwa Para Tergugat menjaminkan sebidang Tanah Pekarangan dan 
bangunan serta segala sesuatu yang ada berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 
00498 Tanggal 27 Agustus 1999 Seluas 125 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat 
Ukur Nomor 229/BABAKAN/1999 tanggal 19 Juni 1999 Nomor Identifikasi Bidang 
Tanah 11.29.06.20.00229 terletak di Desa Babakan Kecamatan Kalimanah 
Kabupaten Purbalingga Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Tabah Priantoro. 
Yang telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan oleh Arumi Reni 
                                                          





Ratnawati, S.H., M.Kn., Selaku Notaris-PPAT di Purbalingga yang merupakan satu 
kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan akad;  
Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, 
Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk memanggil para pihak 
yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna 
memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus 
dengan amar sebagai berikut: Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat 
seluruhnya; Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 
51/746-1/11/12 tertanggal 07 November 2012 yang ditandatangani oleh Penggugat 
dan Para Tergugat; Menyatakan sah secara hukum Akad Addendum Nomor 
ADD/026-1/04/14 tertanggal 29 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat dan 
Para Tergugat; Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan 
cidera janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 
51/746-1/11/12 tertanggal 07 November 2012 Juncto Akad Addendum Nomor 
ADD/026-1/04/14 tertanggal 29 April 2014, yaitu berupa kerugian materiil sebesar 
Rp. 31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus 
tujuh puluh enam rupiah); Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian 
materiil Rp. 31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu 
lima ratus tujuh puluh enam rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah 
putusan mempunyai kekuatan hukum tetap; Menghukum Para Tergugat untuk 
membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Pengadilan Agama 





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan 
seluruhnya dan Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku 
dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini antara lain : Mengabulkan gugatan 
Penggugat seluruhnya; Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Murabahah 
No. 51/746- 1/11/12 tertanggal 07 November 2012 dan Akad Addendum 
NomorADD/026-1/04/14 tanggal 29 April 2014 yang ditandatangani oleh Penggugat 
dan Para Tergugat; Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera 
janji/ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Pembiayaan Murabahah No. 51/746- 
1/11/12 tertanggal tanggal 07 November 2012 dan Akad Addendum Nomor: 
ADD/026-1/04/14 tanggal 29 April 2014, yang mengakibatkan timbulnya kerugian 
materiil bagi Penggugat sebesar Rp.31.428.576,00 (tiga puluh satu juta empat ratus 
dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah); Menghukum Para 
Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp. 31.428.576,00 (tiga puluh 
satu juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) 
tersebut kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan ini mempunyai 
kekuatan hukum tetap; Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara 








Pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan 
dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat 
dilaksanakan atau dijalankan. Suatu putusan pengadilan tidak ada artinya bagi pihak 
yang dimenangkan apabila tidak dilaksanakan dengan sukarela. Oleh karena itu 
putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan 
apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat Negara.6 Sita 
Eksekusi merupakan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang sudah berkekuatan hukum 
tetap dan tergugat tidak melaksanakan isi putusan dengan sukarela. Isi putusan yang 
menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang.7  
Berdasarkan putusan perkara nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg telah 
berkekuatan hukum tetap dan pihak tergugat tidak melaksanakan isi putusan dengan 
sukarela, oleh karena itu pihak pengugat memohon kepada Pengadilan Agama 
Purbalingga dalam permohonan eksekusi No 17/P.Eks/BMP/IX/2018 untuk 
dilaksanakannya eksekusi terhadap harta tergugat yang telah dijaminkan berupa 
Sebidang tanah pekarangan dan bangunan dan segala sesuatu yang ada berdasarkan 
Sertifikat Hak Milik Nomor 00498 Seluas 125 M2.   
Abdul Wahab Khalaf mengartikan hukum Islam sebagai perintah (doktrin) 
dari Allah Swt., yang berkaitan dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf 
(orang yang sudah dikenai beban syariat), dalam bentuk perintah (mengerjakan atau 
                                                          
6 Sri Hartini, dkk, “Eksekusi Putusan Hakim dalam Sengketa perdata di Penagdilan Agama 
Negeri Sleman”, Jurnal Civics, Vol. 14, No. 2, Oktober 2017, hlm. 129. 
7 Dian Latifah, “Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim”, Jurnal Adhaper, Vol. 1, No. 1, 





meninggalkan suatu perbuatan), perizinan (boleh memilih), atau penetapan.8 Berkaitan 
dengan perintah hakim dalam melaksanakan esekusi yang dilakukan oleh Panitera atau 
Juru Sita, apakah dalam pelaksanaan Sita Eksekusi sudah sesuai dengan syariat Islam 
atau Hukum Islam ? 
Oleh karena itu, maka berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas, maka penulis 
tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “PELAKSANAAN SITA 
EKSEKUSI SENGKETA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM 
ISLAM (Studi Kasus Putusan Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg).” 
B. Definisi Oprasional 
1. Sengketa Ekonomi Syariah 
Ekonomi syariah telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah Pasal 1 ayat 1. Dengan demikian sengketa ekonomi syariah adalah 
merupakan suatu pertentangan antara satu pihak atau lebih pelaku kegiatan 
ekonomi, dimana kegiatan ekonomi tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip 
syariah dan ajaran hukum ekonomi syariah yang ditimbulkan oleh adanya perbedaan 
pendapat tentang suatu hal yang dapat mengakibatkan adanya sanksi hukum 
terhadap salah satu pihak yang bersangkutan. Dan terjadinya suatu sengketa tersebut 
karena salah satu pihak me lakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat 
                                                          
8 Alda Kartika Yudha, “Hukum Islam Dan Hukum Positif: Perbedaan, Hubungan, Dan 





menimbulkan kerugian pada pihak yang lain. Wanprestasi adalah kelalaian pihak 
debitor dalam memenuhi prestasi yang telah ditentukan dalam perjanjian.9  
2. Sita Eksekusi 
Sita Eksekusi adalah sita yang yang berhubungan dengan masalah 
pelaksanaan suatu putusan Pengadilan Agama karena pihak tergugat tidak mau 
melaksanakan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun 
pihak Pengadilan Agama telah memperingatkan pihak tergugat agar putusan 
Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap itu supaya dilaksanakan 
oleh tergugat secara sukarela sebagaimana mestinya. Sita eksekusi ini biasa 
dilaksanakan terhadap suatu putusan yang mengharuskan tergugat membayar 
sejumlah uang. 
3. Hukum Islam. 
Hukum Islam adalah hukum atau ketetapan yang bersumber kepada Alquran 
dan Sunnah. Hukum Islam berfungsi sebagai syari‟at, wajib diikuti oleh semua 
Muslim baik penguasa maupun orang biasa dalam suasana apapun dan di mana saja 
ia berada. Ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam menyangkut seluruh aspek 
kehidupan manusia seperti ibadah dan mu’amalat yang ditujukan untuk 
kemaslahatan umat.10 
 
                                                          
9 Agung Andri, dkk, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Litigasi”, http://pa-
purworejo.go.id. diakses pada tanggal 22 Juli 2020 Jam 10.29. 
10  Luqman, “Relevansi Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Usia Dewasa Dalam 





C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Perkara No 
0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg. ? 
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa 
Ekonomi Syariah Perkara No 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg. ? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Adapun tujuan penelitian adalah: 
a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah di 
Pengadilan Agama Purbalingga Perkara Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg. 
b. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Sita Eksekusi 
Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Perkara No 
0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg.. 
2. Adapun manfaat penilitian adalah: 
a. Manfaat Teoritis 
Hasil Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan menambah 
informasi  perkembangan Hukum Islam pada umumnya dan Pelaksanaan Sita 
Eksekusi secara khusus, dan sebagai upaya pengembangan wawasan, sehingga 
dapat diperoleh pemahaman yang tepat mengenai Pelaksanaan Sita Eksekusi 
khususnya dalam lingkup sengketa ekonomi syariah. 
b. Manfaat Praktis 
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat 





dibidang ekonomi syariah dan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan-
kebijakan, khususnya yang terkait dengan permasalahan Pelaksanaan Sita 
Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah dalam Hukum Islam di Pengadilan Agama 
Purbalingga. 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan 
masalah penelitian. Dari segi ini, maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran 
dalam menyusun proposal skripsi yang penulis teliti. 
Objek dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan (field 
research), pada Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Prespektif 
Hukum Acara Peradilan Agama. Setelah mengadakan pengkajian refrensi yang 
tersedia, ada beberapa penelitian dan buku yang berhubungan dengan penelitian ini 
antara lain : 














Penelitian M. Ihsan Afandi 
membahas adanya perlawanan oleh 
pihak ketiga terhadap Sita Eksekusi 
dalam perkara Perdata. Sedangkan 
skripsi ini lebih membahas 







sengketa ekonomi syariah di tinjau 


















Penelitian Eko Febrianto 
membahas tentang Prodsedur, 
Hambatan, dan Objek lain yang 
dapat dijadikan sebagai Sita 
Eksekusi. Sedangkan Skripsi ini 
lebih membahas Ekeskusi Sita 
Sengketa Ekonomi Syariah 
Ditinjau dari Hukum Islam apakah 
















Penelitian Dian membahas tentang 
Pelaksanaan Sita Jaminan 
Terhadap Objek Waris Perspektif 
Hukum Agama dijelaskan bahwa 
Pelaksanaan Conservatior Beslag 













termasuk dalam maslahah 
mursalah yakni mas}lah}ah al-
h}ajjiy‘ah 
Sedangkan dalam Skripsi ini 
membahas tentang Pelaksanaan 
Sita Eksekusi dalam Sengketa 
Ekonomi Syariah ditinjau dari 
Hukum Islam dalam pelaksannya 


















Penelitian Abdul Aziz Rahmat 
menjelaskan bahwa Adanya 
Larangan Sita dan Eksekusi 
Putusan dengan Objeknya Barang 
Milik Negara. 
Sedangkan dalam Skripsi ini 
membahas tentang Pelaksanaan 
Sita Eksekusi dalam Sengketa 
Ekonomi Syariah ditinjau dari 
Hukum Islam dalam pelaksannya 






Dalam skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang di susun oleh M 
Ihsan Afandi yang berjudul “Studi Tentang Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Dalam 
Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri 
Surakarta)” yang membahas pertimbangan seorang Hakim memutuskan putusan dalam  
dan Alasan Pelawan melakukan Perlawanan Sita Eksekusi Dalam Perkara Perdata.11 
Dalam skripsi  Universitas Sebelas Meret yang di susun oleh Eko Febrianto 
dengan judul “Pelaksanaan Conservatoir Beslag Dan Eksekutorial Beslag Dalam 
Penyelesaian Sengketa Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)” pada 
skripsi Menjelaskan tentang prosedur, Hambatan dan Objek lain dalam Sita Eksekusi 
di Pengadilan Negeri Surakarta.12 
Dalam Skripsi Universitas Negeri Semarang yang disusun oleh Dian 
Norialifana dengan judul “Pelaksanaan Conservatoir Beslag Terhadap Objek Sengketa 
Waris Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Prespektif Hukum Islam (Studi kasus 
Putusan Nomor 1365/Pdt.G/2010/PA.Smg)” dijelaskan bahwa Pelaksanaan 
Conservatior Beslag pada putusan nomor 1365/Pdt.G/2010/PA.Smg termasuk dalam 
maslahah mursalah yakni mas}lah}ah al-h}ajjiy‘h. Karena pelaksanaan Conservatior 
                                                          
11 M. Ihsan Afandi, “Studi Tentang Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Dalam Perkara Perdata 
Di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”, Skripsi (Surakrata; 
Universitas Muhammadiyah  Surakarta, 2012).  
12 Eko Febrianto, “Studi Tentang Perlawanan Terhadap Sita Eksekusi Dalam Perkara Perdata 
Di Pengadilan Negeri Surakarta (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”, Skripsi (Surakarta: 





Beslag dalam perkara ini digunakan sebagai sesuatu yang dibutuhkan dalam 
memelihara kebutuhan mendasar manusia yakni berupa sebagian harta penggugat.13 
Dalam Skripsi Universitas Lampung yang disusun oleh Abdul Aziz Rahmat 
yang berjudul “Permasalahan Barang Milik Negara Sebagai Objek Eksekusi Riil 
Putusan Perdata (Studi Kasus Putusan No. 349 Pk/Pdt/2017)” dijelaskan bahwa 
menunjukan sita revindikasi (revindicatoir beslag), sita jaminan (conservatoir beslag) 
dan sita eksekusi (excecutorial beslag) tidak dapat dilakukan terhadap BMN sehingga, 
apabila Penggugat menyadari Pemerintah/Pemerintah Daerah menguasai Hak miliknya 
secara melawan hukum maka, hal yang dapat dilakukan adalah menuntut pembayaran 
ganti rugi secara materil. 14  
Dari beberapa karya dan kajian yang ada, setelah penulis mengamati dan 
menelusurinya, sejauh penulis mengetahui, kajian secara spesifik dan komprehensif 
tentang Pelaksanaan Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Prespektif Hukum 
Acara Peradilan Agama belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu, penulis tertarik 
untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam karya ilmiah yang berjudul “Pelaksanaan 
Sita Eksekusi Sengketa Ekonomi Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus 
Perkara Nomor 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg)”. 
 
                                                          
13 Dian Norialifana, “Pelaksanaan Conservatoir Beslag Terhadap Objek Sengketa Waris Pada 
Pengadilan Agama Berdasarkan Prespektif Hukum Islam (Studi kasus Putusan Nomor 
1365/Pdt.G/2010/PA.Smg)”, Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015). 
14 Abdul Aziz Rahmat, “Permasalahan Barang Milik Negara Sebagai Objek Eksekusi Riil 







F. Sistematika Pembahasan  
Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang menyajikan 
petunjuk mengenai permasalahan yang akan dibahas. Untuk memahami penulisan, 
maksud dan tujuan secara garis besar dari penelitian ini, secara singkat akan diuraikan 
sistematika pembahasan sebagai berikut: 
Bab I, tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan. 
Bab II, tentang Landasan Teori yang berisi Tinjauan Umum tentang Hukum 
Islam, Sita Eksekusi dan Sengketa Ekonomi Syariah 
Bab III, tentang Metode Penelitian berisi Jenis Penelitian, Setting Penelitian 
(tempat dan waktu penelitian), Subjek dan Objek Penelitian, Pendekatan Penelitian, 
Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data. 
Bab IV, tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan berisi analisis pelaksanaan 
sita eksekusi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Purbalingga Perkara No 
0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg. dan  pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan sita 
eksekusi sengketa ekonomi syariah Perkara No 0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg.. 
Bab V, Penutup yang meliputi kesimpulan atau jawaban atas rumusan 





BAB V  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Guna menjawab rumusan masalah mengenai pelaksanaan sita eksekusi 
sengketa ekonomi syariah prespektif hukum acara peradilan agama, berdasarkan hasil 
analisis putusan pengadilan agama Purbalingga mengenai putusan nomor 
0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :   
1. Bahwa dalam pelaksanaan sita eksekusi sengketa ekonomi syariah perkara nomor 
0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg, tergugat menjalankan isi putusan dengan sukarela, maka 
Pelaksanaan Sita Eksekusi dilakukan dengan, ketua pengadilan agama 
mengeluarkan penetapan aanmaning atau teguran yang berisi memerintahkan 
panitera atau jurusita memanggil pihak tentang tergugat untuk datang ke 
persidangan aanmaning guna melaksanakan isi putusan pengadilan. jika pada 
sidang aanmaning tergugat hadir atau tidak hadir dan telah jatuh tempo tergugat 
tetap tidak melaksanakan isi putusan tersebut, maka Ketua Pengadilan Agama 
Purbalingga mengeluarkan penetapan sita eksekusi yang berisi memerintahkan 
penitera atau jurusita untuk melaksanakan eksekusi terhadap barang milik tergugat 
dibantu oleh 2 orang saksi yang memenuhi syarat. Kemudian ketua Pengadilan 
Agama Purbalingga mengeluarkan penetapan pencabutan pelaksanaan eksekusi 
atas permohonan pencabutan oleh penggugat karena dalam Pelaksanaan eksekusi 
tergugat telah melaksanakan isi putusan Pengadilan Agama Purbalingga. Oleh 





0909/Pdt.G/2018/PA.Pbg dinyatakan gugur atau lumpuh karena pihak tergugat 
bersedia memenuhi semua isi putusan Pengadilan Agama itu secara sukarela. 
2. Bahwa Hukum Islam membolehkan adanya sita eksekusi harta/barang milik 
tergugat dengan tujuan pembayaran sejumlah uang (ganti rugi), selama 
pelaksanaannya tidak menyalahi aturan agama Islam dan tidak terdapat unsur 
pengharaman didalamnya. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai perselisihan 
dan merealisasikan janji itu lebih baik. 
B. Saran 
1. Para Hakim kiranya harus berani melakukan terobosan-terobosan untuk mengisi 
kekosongan hukum khusunya Hukum Islam dalam pelaksanaan putusan 
penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 
2. Perlu tetap ditingkatkan sosialisasi peran Pengadilan Agama secara luas ke 
masyarakat, khusunya ekonomi syariah dan umunya yang menjadi kewenangan 
Pengadilan Agama dan beracara di Pengadilan Agama.  
3. Mendorong pemerintah/Mahkamah Agung untuk secepatnya membuat peraturan 
Hukum Islam tersendiri khususnya peraturan pelaksanaan putusan (eksekusi) 
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